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FERATURAN BUPFPATI GARUT
NOMOR 206 TAHUN 2007

TENTAMNG

RENCAMNA KERJA PEMERINTAH DAERAH [RKPD)
KABUPATEN GARUT TAHUN 2008

BUPATI GARUT,

balvwa uniuk menjamin agar kegiatan pembangunan di dasrah beralan efekid,
efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara
pefencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serfa  uniuk
menciptakan  kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang
memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, parisipasi masyarakal, pemerataan,
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa sshubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ganut
Nomor 3 Tahun 2006 lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, maka perlu penjabaran dalam
bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun anggaran;

bahwa uniuk maksud tersebuf pada huref a dan b di atas, perdu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 yvang ditetapkan dengan Peraturan
Bupsati.

LUndang-Undang Momwar 14 Tahun 1850 ientang Pembentukan Daesrah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Megara Tahun 1950);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1980 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersin dan Bebas dar Komupsi, Kolusi dan MNepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndanesia Nomaor J851);

Undang-Undang Momor 21 Tahun 1929 tentang Pemberandasan Tindak Pwdana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Momor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momeor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Momor 4288);
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5 Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang [Perbendaharaan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2034 Momor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengalolaan dan
Tanggurnyg jawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momar 4200),

7. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabuor 2004
Nomar 104, Tambahan Lambaran Magara Repubiik Indonesia Momar 4421);

8. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahwun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana felah diubah dengan
Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Momor 32 Tahun 2004 tentany Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun 2005 Nomor 107
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonasia Nomor 4548),

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar: Keuanga, Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Megara Hepulik Ineonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Leimbaran Negara Republik Indonesia Mumor
4438);

10. Peraturan Pemerintah Namor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Momor 54, Tambahan Lembaran MNegara Repubik
Inconesia Nomor 3552);

11.Puraluran Pemerintah Momor 106 Tahun 2000 tentang Fengeloclsan dan
Perttanggungjawaban Keuangan Dalam Peliksanaan Dekonsentrasl dam Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nowor 203,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 4023);

12.Peraluran Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelerggaraan Tugas
Pembantuzn (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108);

13.Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2001 tentany Peleporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Momor 100, Tambahan Lambaran Megara Republik Indonesia Nomaor
4124);

14. Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pesimbangan
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4575);

15, Peraturan Pamerintah Momer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Momor 4578);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahwun 2005 tentang Pedoman Pembingan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dagrah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomer 1656, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indanesia Momor 4593},

17.Peraturan Daerah Kabupalen Garet Nomor 24 Tashun 2000 lenlang Visi
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Momor 38);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garul Momaor 5 Tahun 2002 tenlang Kewenangan
Daerah Kabupalen Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Momor 13);

19. Peraturan Deerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanasn Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

{Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15);

s



a0, Peraturan Daerah Kabupaten Garui Momos 3 Tahun 2006 lantang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun
2008-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPAT| GARUT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKFPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2008.

BAE |
KETENTARM UNMLM
FPasal 1

Dalam Peraturan Daarah ini, vang dimakswd dengan ;

1.
2.

3.

Dasrah adalah Kabupaten Garutl

Pamerintah Daersh adalah Bupati dan perangkat daorah sebagal ungur penymenggar
pamerintahan dasrah.

Bupali adalah Bupeti Garnut,

Badan adalah Badan Perencanaen Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, yang sanuinga
disebut Bappeda Kabupalen Gangl,

Perencanaan adalah sualu proses unluk menentukan tindakan masa depan yang tepat, me.alui
urutan pilihan dengan memperhilungkan sumber-sumber daya yang tarsadia.

Pambangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakal Kabupalen
Garut dalam rangka mencapai visi dun misi dasran,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-20C9, yang
selanjutnya disebut RPJMD Kaebupalen Garut adalah dokumen perancanaan pembangunan
daarah untuk perode 4 (empat) tahun sejak takun 2008 sampal tahun 2008,

Rencana Kerja Pemerinlah Dasrah Kabupalen Garut Tahun 2008, yang selanjutnya disebut
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2008 adalah dekumen perencanaan pambangunan daerah
urtuk parode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkal Daerah, yang selanjulnya disebul
Rencana Kera Satuan Kerja Perangkat Daerak (Renja-SKPD) adalah dokumnen parencanaan
Satuan Karja Perangkat Dagrah unluk periode 1 (satu) tahum,

10.Satuan Kerja Parangkat Daerah yang selanjutnya disinglkal SKPLD adalah perangeat daerah

pada Pemerintah Daerah Kabupalen Ganut.

11.Vis| adalah rumusan umwm mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode

pErencanaan.

12.Misi adalah namusan mengenai upaya-upaya yang akan Jilaksanakan untuk mewujudkan visl.
13.5tratag adalah langkuh-langkah berisikan program-program indikalif untuk mewujudsan visi

Mmisi.

14. Kebijakan adalah arahltindakan yang diambil oleh pemarintsh untuk mencapai tujuan
15. Program "adalah instrumen kebjakan yang berisl satu atau lebih kegialan yang dilaksanakan

olsh SKPD untuk mencapai sasaran dan fujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kagiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
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BAEB I
ASAS DAN TUJUAN
Fasal 2

(1) RKPD Kabupaten Garut Tahun 2008 merupakan penjabaran dar IPJMD Kabupaien Garut
Tahun 2006-2008, serta disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasgil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sarut.

{2} REFD Kabupaten Garut Tahun 2008 sebagaimana dimaksud paca ayat (1) bedaku uniuk
1 (satu) tahum,

{3} RKFD Kabupaten Garut Tahun 2008 sebagairnara dimaksud pada ayat (1) deusun dengan
tujuan untuk menjadi pedoman bagi ;

a. penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangliat Daerah (Renja-SKPD);

b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (FFPAS) Tahun 2008;

¢. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

2AB i
PELAKSAMAAN
Pasal 3

SKFPD melaksanakan program dalam RKFD Kabupalen Garut Tahun 2008 yang dituangkan daiam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Ganct dalam
menyusun Rencana Kerja Satuan Kerfa Perangkat Dazrah (Renia-SKFD),

Pasal 5
Bappeda Kabupaten Garut menghimpun dan menganalisis hagil pemaniavan pelaksanaan
rencana pembangunan dan masing-masing SKPD secual dengan tugas dan kewsnangannya.
Paszl 6

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini dan merupakan salu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal T
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal divndangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Ganut

Ditetapkan di Garwt
pada tanggal .1? -5 -ﬂﬂo.}"
EUPATI GARUT,

Tsnd

H. AGUS SUPRIADI



Diundangkan di Garut
pada tanggal  §-T-slPo]

?\{ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, (4

erfg *

PEMBINA UTAMA MADYA
NIF. 480 D65 874

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN JW‘F NOMOR \%
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